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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUS| PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL
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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

batwa dalam rangks tartib administrasi kependuduken perlu dilakukan
penataan penyelenggarasn dan penerbitan dokumen kependudukan
secara terpadu, terarah, terkoordingsi dan berkesinamaungan:

bahwa dalam rangka pengaturan dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarskat akan kebutuhan Akt Cateten Sipi, Kartu Kelusrga dan
Kartu: Tands Penduduk sebagal bukti olentik dan kepastian hukum bagi
pribadi  sessorang penducuk, fhaks perlu mengatur tata cara
memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP}, Kartu Keluarga (KK) dan
Alta Catatan Sipil dalam Kabupaten Acsh Tamiang;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada horuf &
dan hurdf b, perfu membentuk Canun tentang Retribus! Penggantian
Biaya Catak Kartu Tanda Penduduk. Kartu Keluarga dan Akta Catstan
Sipil;

Undang-Undang Nomor 1 Tahur 1874 tentang Perkawinan {Lembaran
Negara Reputiik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomer 3019);

Undang-Undsng Nemor & Tahun 1681 tentang Hukum Acars Pidana
{Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1981 Namor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomar & Tahun 1882 tentang Keimigrasian, (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3474,

Undang-Undang Momar 44 Tahun 1886 tentang Penyelenggaraan
Keigtimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembarsn Negara
Republik. Indonesia Tahun 1988 Nomar 172, Tambahan Lembaran
HNegara Republik Indonesia Nomor 3893},

Undang-Undang Nomo: 34 Tahun 2000 tentong Perubshan stas
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1887 fertang Pajak Dasran dan
Retfigust Daerah (Lambaran Negara Republil indonesia Tahun 2000
Naimor 248, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupatsn
Aceh Barat Daya, Kabupsten Gayo Lues. Kabup Jaya,
Kabupaten Wagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi
Nanggme Aceh Danussslam (Lembaran Negara Republic Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Nagara Republik
Indonesia Nomor 4179);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tantang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 108,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indenesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fenteng Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republk Indanesia
Nomer 4388);

Undang-Un Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebapalmana telzh diubah untuk keduakalinga dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Namor 32 Tehun 2004 tentang Psmerintahan Daerah  (Lembaran
Megara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acah,
(Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonzsia Namor 4633):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Kewarganagaraan
Republik Indonesia ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomar 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
a634)

Undang-Undang Memor 25 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kepanduguken (Lembaran Negara Repubik Indanesia Tahun 2006
Normor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4674);

Peralutan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1883 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nemar 8 Tahun 1831 tentang Hukum Acere Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemeriniah Momor 31 Tahun 1993 tentang Penyerahan
Sebagian Unisan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendafteran
Penduduk Kepada Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negarm Republic
Indonesia Nomer 3742);

Peraturan Pemeriniah Nomor 68 Tahun 1989 tentang Tata Cara
Pelaksenezn Peran Serta Maayerakal daam Panyslenggaraan Negara
(Lambaran Negara Repubilk Indonesla Tshun 1998 Momor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanasia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Dasrah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahum 2001 Nomor 116,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4133},

Pergturan Pemerinah Nomor 78 Tahun 2005 tenlang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelsnggaraen Pemerintah Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tamiahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Memor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tembshan Lambaran Negara Republik indonesta Mamor
4736);




20. Peraturan Presiden Repubfic Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
. ! i=ntang Persyaratan dan Teta Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pancatatan Sipil;
. 21, Peraturan Menten Dalam Nsgeri Momor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendstarasn Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Dasrah:

22. Keputusan Menteni Dalam Neged Nomor 6 Tahun 2003 fsntang
¥ Pedaman Pambinaan Penyldik Psgawal Megeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
1 23. Keputusan Menterl Dalam Megerl Nomor 245 Tahun 2004 tentang
Pedaman Penetepan Tarif Retribusi Jasa Umum:

24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Momor 03, Tambahan Lembaran Dasreh Nanggroe Aceh Darussalam
Momor 03);

25 Qanun Aceh Nomor 6 Tshun 2008 tntang Penyelenggaraan
Adminisirasi _Kependudukan (Lembaran Dasrah Nanggroe  Acch
Daussglam Tahun 2008 Momor 06. Tambahan Lembaran Daerah
Manggroe Aceh Danussalam Nomor 16]

Dangan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU

TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL ,

BABE |
HKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan
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Kabupalen adalah Kabupaten Aceh Tamiang:
Pemerintah Daersh Kabupaten yang selamjutnya disebut Pemerintah Kabupater adalah
unsur penyelenggera pemerintanan deerah kabupalen yang terdin ates Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Acsh Tamiang:

* Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Dinas adalah Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten

Aoeh Tamiang;

Kepoia Dinas adalzh Kepala Dinas yang membidangi kependudukan dan pancatatan Sipil

Kabupaten Aceh Tamiang,

Pejabal adalah Pegawai yang diber| iugas tertentu dibidang retribusi dasrah sesual dengan

peraluran perundang — undangan yang berlalu;

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami sesearang pada register

catatan sipil cleh Lnit kerja yang mengelola pendaftaran panduduk dan pancatatan sipi;

Mita Catatan Sipll adalsh akia otentik kejsdian vital yang berisikan cataian lengkap

sassarang mengenal kelahiran anak hidug, lshir mali. perkawinan, perceraian, kematian,
n anak, anak, dan nama yang

diterbitkan den disimpan pada dinas yang mermbidangi kependudukan dan pencatatan sipl

Kabupaten Aceh Temiang;
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Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akia catatan sipil dan merupakan alst
buiti sah bag! il yang bersangkutan maupun pihak ketigs mengenai akta catatan sipil
kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceralan. kematian, penpekuan dan
pengesshsn anak, pengangkatan anak, dan perubahen nama yang df tertitkan dan
disimpan pada Binas yang membidangl kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupalen
Aceh Tamiang;
Kutipan Akta Kedua den ssterusnya adalah kutipan akia catetan sipil yang kedua dan
selerusnya yang di ferbitkan oleh kantor karena kutipan Akta yang asfi (pertama) hilang,
rusal Btau musnah setslah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwaiib,
Kerty Keluarga selarjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat daia
tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;
Kartu Tanda Penduduk selanjulnya disingkat KTF adalah identitas resmi Penducuk
sebagai bulli i yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang beriaky diseluruh wilayah
Negara Kesatuan Republi Indonesia;
Retribusi pelayanan Jasa Umum adalah refribusi atas jasa yang diseciaken Pemerintah
Daereh untuk ujuan kepentingan dan ksmanfastan umum serta dapat dinikmati oleh oreng
pribadi atau badan;
Pelayanan Cataten Sipil, Kertu Keluarga dan Karlu Tanda Penduduk adatan pencatatan
dan Pemberian Axta Catatan Sipil, Kartu Keluargs, Kartu Tanda Penduduk menurut
kebutuhan kepada orang pribadi atas permahonen yang bersangkutar:
Retribusi Pencatatan Sipil, Kartu Keluargs, Kertu Tenda Peaduduk yang sslanjutnya
disebut Retribusi adalsh pembayaran atas pemperian Kutipen Akla Catalan Sipi, Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kepada orang pribadi;
Wajlb Retrlbusl adalah orang pribadi yang menurut parsturan perundang - undangan
reftribusi diwsjiskan untuk melakukan pembayaran retribusi;
Mesa Retribus| adalah jangka wakiu terientu yang merupakan batss waitu bagi wajic
retribusi untuk memanfestkan jasa palayanan ates pelayanan dar Psmerintah Dagrah
yang bersangkutan;
Surat Pendaflaran Objek Retribusi Dasrah yang selaniulnya disingkel SPORD adalsh surst
yang digunakan oleh wajio retribusi untuk melaporkan data objek retribusl dan wajib
retibusi sebagai dasar perhitungsn dan pembayaran retnbusi yang terhutang menurut
peraturan perundang - undangan retribusi dasrah;
Surat Ketetapen Retibusi Dasrah yang selanjutiya disingkal SKRD adalsh surat
kaputusan yang menentukan besamya jumlah retiousi terhutang:
Sural Ketelapsn Retribusi Daerah Kurang Bayar unilk selanjutnys disingkat SKROKB,
adalah sural kepulusan yang menentukan besarnya jumish reiribusi yang terhutang,
lumiah kredit refribusi, jumiah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarmnya sanksi
administrasi dan jumiah yang masih harus di bayar;
Surat Ketstapan Refribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKRDKHT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah refribusi yang
telah ditetapkan;
Surst Ketetapan Retribusi Daerah Leoin Bayar Tambahan yang selanjuinya disingkat
+SKROLET, adalah suste keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayarsn
refribusi karena jumiah kredit relribusl lsbin besar daripada retribusi yang leshutang atau
tidak seharusnya terhutang;
Surat Tagihan Retriousi Daerah yang selanjutiya disingkal STRD adajah sural un:
melekukan tagihan retribusi dan alau sanksi administras! berupa denda,
Surat Keputusan Keberatan adalah surat kebsratan SKRD, SKROKBT, SKROLET atau
terhadap pemotongan  atau pemungutan olsh pinak ke tiga yang diajukan cleh wajib
retriusi;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar, mengumpuikan dan mangalah
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdssarkan persturan perundang — undangan Refribusi Daerah;
Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dasrah adalah serangkaian findakan yang di
fakukan oleh Penyidik Pegawal Negeri Sipil, yang selanjutnya diseoul penyidik, untui
mencan serla mengumpulkan bukii yang dengan buktl o membuat terang Tindak Pidana
di bidang retribusi Daerah yang terjadi serte menemukan tlersangkanya;
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BAB I
. MAKSLUD DAN TUJUAN

Pasal 2
.
Penggantian Biaya Cetak KTP. KK dan Akta Catatan Sipil dimaksud untuk mengalur, mengawssi
dan mengendslikan serta membiayai pelayanan kebutuhan masyarakat aken dokumen
administrasi kependudukan.

L Pasal 3

Penggantlan Biays Cetak KTP, KK dan Alda Catatan Sipil bsrtujuan uniuk mewujudkan
kepastian hukum bagi masyarakat sebagai alat buklifinderitias diri pribadi dan pengeiolaan
informasi serta hasiinya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektar lain

BAB Ill
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
(1) Retribusi ini disebut Retribusi Penggantian Biaya Getak KTP, KK dan AKla Catatan Sipil

yang dipungut retribus| sebagai pembayaran alas pemberlan KTP, KK dan Akta Gataten
Sipil kapada areng Pribaci, R

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
2. Kartu Tanda Pandudulc

Karlu Keluarga;

Akta Perkawinan;

Akta Percarsian;

Akta Kematian;

Akta Pengakuan dan Pengesshan Anak,

Akt Pengangkatan Anak:

Akt Perubahian Nams
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Pasal 5
Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh KTP, KK dan Akta Gatatan Sipil,

BAB IV
TATA CARA MEMPERCLEH KTP, KK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

, Bagian Perfama
. KTP dan €K

Pasal g

{1} Setisp penduduk werga negara Indenssia dan orang asing yang memilii izin tinggal tetap
dan telah barumur 17 {tujuh belas) tahun atau talah kewin atay pernah kawin wajlb memifiki
KTP. :

(2} Seliap warga negara Indonesia aiau orang asing yang Ginggal fetap hanis memiiki KK
dengan terlebih dahuu memenuhi syarat-syaral yang ditelapkan dan mengajuksnnya
kepada Dinas yang i kep sipil Kabupaten Aceh
Tamiang;

{3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beraku secara nasional.

4) Penduduk wajib melaporkan perparjangan masa berlsku KTP kspada Dinas yang
idangi dan sipil Kabupaten Aceh Tamiang apabila masa

herlakunya teiah berakhir,



